
 

 

 

 
 

 
WALIKOTA TERNATE 

PROVINSI MALUKU UTARA 

 

PERATURAN WALIKOTA TERNATE 
NOMOR 72 TAHUN 2017 

 
TENTANG 

 

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2018 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

WALIKOTA TERNATE, 
 
Menimbang :   bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 7Peraturan Daerah 

Kota Ternate Nomor13Tahun 2017tentang Anggaran 
Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, perlu 

menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan 
Kota Madya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Tahun 
1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3824); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 
75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4355 ); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara  Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 4400);   

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara  Tahun   
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);   

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara  Nomor 4338); 

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234); 

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

IndonesiaTahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 
Republik IndonesiaNomor 5049); 



 

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara  Republik 
Indonesia Tahun 2005  Nomor 49,  Tambahan Lembaran 

Negara  Republik Indonesia Nomor 4503);  

12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman 

Daerah (Lembaran Negara  Republik Indonesia Tahun 2005  
Nomor 136,  Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia 
Nomor 4574);  

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara  Republik Indonesia Tahun 

2005  Nomor 137,  Tambahan Lembaran Negara  Republik 
Indonesia Nomor 4575);  

14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara  Republik 
Indonesia Tahun 2005  Nomor 138,  Tambahan Lembaran 
Negara  Republik Indonesia Nomor 4576);  

15. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah 
(Lembaran Negara  Republik Indonesia Tahun 2005  Nomor 

139,  Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 
4577);  

16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 150, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 2006  Nomor 25,  Tambahan 

Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 4614);  

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang 
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 
Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi 
Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran dan 

Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan 
Kepala Daerah;  

 

 

 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali 



 

diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah; 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang 
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan 

Bantuan Sosial yang besumber dari APBD; 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang 
Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah; 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentuakan Produk Hukum Daerah;  

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang 
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanaja 
Daerah Tahun Anggaran 2017;  

25. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 18 Tahun 2007 tentang 
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 

Kota Ternate Tahun 2007 Nomor 33); 

26. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 9 Tahun 2011 tentang 
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran 

Daerah Kota Ternate Tahun 2011 Nomor 69 sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 22 Tahun 
2014 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 

9 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan 
Bangunan (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2014 Nomor 

135); 

27. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 5 Tahun 2013 tentang 

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran 

Daerah Kota Ternate Tahun 2013 Nomor 108, Tambahan 

Lembaran Daerah Kota Ternate Nomor 117);  

28. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 13 Tahun 2017 tentang 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2017 

Nomor 168); 

29. Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 

228/KPTS/MU/2017 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan 

Daerah Kota Ternate tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kota Ternate Tahun Anggaran 2018 dan Rancangan 

Peraturan Walikota Ternate tentang Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ternate Tahun Anggaran 

2018; 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN  WALIKOTA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018. 

Pasal 1 

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Ternate Tahun Anggaran 2018 

dirinci sebagai berikut : 

1. Pendapatan Daerah 
a. Pendapatan Asli Daerah ........  Rp.141.084.457.600,- 

b. Dana Perimbangan ................  Rp.761.848.502.000,- 
c. Lain-Lain Pendapatan Daerah  

Yang Sah ...............................   Rp.  75.100.000.000,- 
Jumlah Pendapatan………………………………...……..  Rp.978.032.959.600,- 



 

2. Belanja 

a. Belanja Tidak Langsung 

1) Belanja Pegawai ................  Rp.406.745.613.627,- 
2) Belanja Bunga ..................  Rp.0,- 

3) Belanja Subsidi ................  Rp.    2.500.000.000,- 
4) Belanja Hibah ...................  Rp.21.522.550.000,- 
5) Belanja Bantuan Sosial. .. . Rp.13.660.106.000,- 

6) Belanja Bantuan KeuanganRp. 813.109.720,- 
7) Belanja Tidak Terduga. .....  Rp.4.000.000.000,- 

Jumlah Belanja Tidak Langsung…………… . ……. Rp.449.241.379.347,- 

b. Belanja Langsung 
1) Belanja Pegawai    .............  Rp.106.339.743.910,- 

2) Belanja Barang Jasa .........  Rp.222.229.951.763,- 
3) Belanja Modal ...................  Rp.233.394.172.112,- 

Jumlah Belanja Langsung. ................................  Rp. 561.963.867.785,- 

Jumlah Belanja. ....................................................   Rp  1.011.205.247.132,- 

 

3. Surplus/Defisit. ..........................................................  Rp.  (33.172.287.532,-) 

 

4. Pembiayaan 

a. Penerimaan. ..........................   Rp.38.172.287.532,- 
b. Pengeluaran. .........................   Rp.   5.000.000.000,-   
Jumlah Pembiayaan Netto. .........................................  Rp. 33.172.287.532,- 

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran 
Tahun Berkenan (SiLPA). ............................................  Rp.0,- 

Pasal 2 

Ringkasan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal1 tercantum 
dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini. 

Pasal 3 

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam 
Lampiran II Peraturan Walikota ini. 

Pasal 4 

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang akan ditetapkan dalam Peraturan Walikota ini 

dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja 
Perangkat Daerah Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan 
1. Lampiran I : Ringkasan APBD 

2. Lampiran II : Rincian APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, 
Organisasi SKPD,Pendapatan Belanja dan Pembiayaan 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



 

Pasal 5 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini 

dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ternate. 
 
 

 

      Ditetapkan di Ternate 

      pada Tanggal 27 Desember 2017 
 

   
 

 
 
 

 
 

 
Diundangkan di Ternate 
pada Tanggal 29 Desember 2017 

 
 
 

 
 

 
 
 

BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2017 NOMOR 340 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

  
 

 


